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BAB V

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Murabahah dan Investasi Mudharabah Di
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung
1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Terdapat Dua Macam Yaitu:

a. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah Dilakukan Dengan
Pihak Koperasi Sebagai Pihak Yang Mencarikan Barang Yang
Dibutuhkan Anggota Dan Di Akad Murabahah Ketika Barang Sudah
Tersedia

Murabahah dalam perspektif figh merupakan salah satu dari
bentuk jual beli yang bersifat amanah (bai’ al-amanah). Murabahah
dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga
asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli
murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk
yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah

maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang
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konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang
pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).
Dalam literatur figh klasik, murabahah mengacu pada suatu
penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang
membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan
pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang
disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran.” Oleh karena itu,
keberadaan  murabahah juga didasarkan pada hadis yang
menegaskanbahwa murabahah termasuk dalam ketegori perbuatan

dianjurkan (diberkati). Hadis tersebut berbunyi :
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“Rasulallan SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat
keberkahan vyaitu pertama jual beli secara tangguh, mugaradhah
(mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk
keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan.” (HR. Ibnu Majah).?
Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain

diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Kata

! Moh. Rifa’I, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang : CV Wicaksana, 2002), hal. 61

2 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani
Press dan Tazkia Cendekia, 2000), hal. 120

% Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, (Beirut: Daarun Fikr), Nomor hadis: 2289, hal. 768
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keberkahan dalam hadits ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik
jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad
murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dimana nasabah diberi
jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai
dengan kesepakatan.

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan
berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di
Madinah mengenai hukum tetang orang yang membeli baju di sebuah
kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu
kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi’i mengatakan jika
seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan
“kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”,
kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan
Marghinani seorang figih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan
murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di
dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi’i, secara sederhana
mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa
bantahan.’

Murabahah merupakan skim figh yang paling populer diterapkan

dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah

* Abdullah Syeed, Menyoal Bank Syari“ah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum
Neorevivalitas, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 119
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didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk
transaski jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara
pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai
pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan
membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya
kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin
keuntungan.’
Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan
syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu
harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up. Ciri
dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:®
1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan
harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk
persentase dari total harga plus biaya-biayanya.

2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan
uang.

3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau
wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.

4) Pembayarannya ditangguhkan.

® Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan,
(Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 64.

® Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang
Riba dan Bunga, terj. Muhammad Ufuqul dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 120
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Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk
memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna
pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk
membayar. Kemudian Dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian
besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan
sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan
demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau
asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.” Jadi secara
umum, skema dari aplikasi murabahah ini sama dengan murabahah

berdasarakan pesanan, berikut skema pembiayaan murabahah berdasarkan

pesanan:
GAMBAR 5.1
Alur Murabahah Berdasarkan Pesanan
2. Pesan Barang (jika pertu) 1. Pesan Beli Barang {Negosiasi dan Persyaratan)

4. Akad Jual Beli (murabahah}

5. Bayar harga barang /
kewajiban

Nasabah
t

3. Beli Barang / penyerahan barang 6. Kirim / penyarahan Barang

hal. 103

" M. Syaf ’i’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001),
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Bank atau Lembaga Keuangan Syariah (BMT) bertindak sebagai
penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli
bank dari produsen (supplier) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak
harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran.
Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati,
tidak dapat berubah selama berlaku akad. Barang atau objek harus
diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara
tangguh.®

Skema tersebut seperti sama seperti mekanisme jual beli
murabahah yang diterapkan di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung. Prosedur pembelian barang dengan akad murabahah sangat
mudah yaitu dengan cara pembeli datang dua kali yang pertama yaitu
melakukan pengajuan dan yang kedua yaitu melakukan jual beli.

Dalam kedatangan yang pertama ke KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung setiap anggota yang hendak melakukan
pengajuan pembiayaan murabahah akan ditanya terlebih dahulu mengenai
apa yang dibutuhkan dengan mengisi form pengajuan pembiayaan
murabahah. Setiap pembiayaan murababah yang dilakukan di di KSPPS
Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung didasarkan atas kebutuhan si

anggota bukan merupakan sebuah keinginan atau sekedar gaya hidup.

® Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan llustrasi, (Jakarta :
Ekonisia, 2004), hal. 63
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Sebab menurut pengurus di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung hal ini juga merupakan prinsip dalam ekonomi syariah.
Setelah ditanya tentang barang yang dibutuhkan vyaitu dengan
menyebutkan spesifikasinya kepada pihak di KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung, maka pihak koperasi akan menganalisa terlebih
dahulu pengajuan tersebut apakah disetujui atau tidak.

Kemudian apa bila pengajuan pembiayaan murabahah ini
disetujui, maka pihak di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung akan membelikan barang yang spesifikasi sama seperti yang
diajukan oleh anggota. Proses pengadaan barang ini juga akan memakan
waktu beberapa hari mengingat di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung harus mencari barang tersebut. untuk itu setiap anggota yang
mengajukan pembiayaan minimal harus datang dua kali.

Kemudian dalam kedatangan anggota yang kedua yang
mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung, maka pihak koperasi akan memperlihatkan
barang yang telah dipesan oleh anggota. Setelah di cek barangnya, apabila
barang tersebut sudah sesuai dengan permintaan anggota maka pihak di
KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung akan melakukan
akad jual beli murabahah dengan anggota yang mengajukan. Dalam akad
ini pihak KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

memberitahukan harga pokok dan biaya peroleh barang seperti misalnya
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biaya ongkir, pajak dan lain-lain, kemudian memberitahukan kepada

nasabah keuntungan yang didapatkan oleh KSPPS Al Bahjah Sembon

Karangrejo Tulungagung yang mana keuntungan ini di ambil dari lamanya

jangka waktu pembiayaan murabahah. Jadi semakin lama jangka

waktunya semakin besar pula keuntungan yang di dapatkan oleh koperasi.

Mekanisme/skema dalam pembiayaan murabahah seperti diatas

juga sama dengan skema pembiayaan murabahah yang diatur dalam Fatwa

DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan

ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:’

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank
kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan

harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank

% Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari"ah, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2010), hal. 141-142
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harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah
berikut biaya yang diperlukan.

6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini
dalam fatwa adalah sebagai berikut:°

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau asset kepada bank.

b) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih
dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c¢) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

% 1bid., hal. 142
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d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g) Jika uang muka memakai kontrak ,, urbun sebagai alternatif dari uang
muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal
membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian
yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang
muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dalam fatwa diatas juga dibahas tentang uang muka (urbun), maka

di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung juga menerapkan

uang muka diawal perjanjian. Menurut pihak KSPPS Al Bahjah Sembon

Karangrejo Tulungagung, uang muka disini merupakan tanda keseriusan

dan kejujuran anggota yang membuthkan suatu barang akan tetapi

kemampuan financial belum mencukupi sehingga dengan jalan
mengajukan pembiayaan murabahah ini menjadi solusinya. Besarnya
uang muka yang diminta oleh KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo

Tulungagung adalah minimal 10% dari harga barang sehingga biasanya
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uang muka akan diminta ketika barang sudah tersedia yaitu pada saat akad
murabahah/penandatanganan kontrak murabahah.

Jika dilihat dari skema jual beli murabahah yang diterapkan di
KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ini sudah memenubhi
rukun dan syarat jual beli murabahah. Menurut jumhur ulama rukun dan
syarat yang terdapat dalam bai murabahah sama dengan rukun dan syarat
yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat
yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat
dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (ijab gobul), adapun rukun-rukun
lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan
ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan
pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus
ditransaksikan, yakni objek transaksi.**

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai’ murabahah akan
dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:*?

a) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli
harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat

mutlak bagi keabsahan bai " murabahah.

1 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Yogyakarta: Celeban Timur UH 111,
2008), hal. 111
2 Ibid, hal. 108-109
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b) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual
kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua
atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.

c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus
merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan
lebih baik jika menggunakan uang.

d) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh
berupa barang ribawi.

e) Akad jual beli pertama harus sah adanya.

f) Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai’ murabahah.

Dapat disimpulkan ada beberapa Rukun murabahah antara lain:
penjual (bai’), pembeli (musytari), objek jual beli (mabi’), harga (tsaman)
dan ijab qobul. Rukun murabahah yang pertama adalah penjual. Dalam
skema pembiayaan murabahah ini pihak KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung bertindak sebagai penjual barang yang mana
brang tersebut adalah sesuai dengan pesanan dari pembeli/anggota. Rukun
kedua adalah pembeli yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan
murabahah kepada KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.
Rukun ketiga adalah objek jual vyaitu barang yang telah dipesan
sebelumnya oleh anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah di

KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Barang tersebut
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telah disebutkan spesifikasinya oleh anggota yang mengajukan
pembiayaan yang mana telah di cantumkan dalam form pengajuan
pembiayaan murabahah KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung. Kemudian rukun ke empat adalah harga barang, yaitu harga
pokok barang yang telah dibeli oleh KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung yang ditambahkan dengan margin/keuntungan
dan biaya-biaya perolehan barang seperti ongkir, pajak dan lain-lain. Dan
rukun yang terakhir adalah ijab qobul, yaitu serah terima barang dan juga
perjanjian kontrak murabahah antara KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung dengan anggota yang mengajukan pembiyaan
murabahah dimana dalam perjanjian ini telah disepakati tentang objek jual
beli/barang yang diperjualbelikan, harga jual, jumlah angsuran dan jangka
waktu pembiayaan murabahah serta jaminan sebagai pelengkap.

. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dilakukan Dengan
Wakalah Kepada Anggota Dengan Batas Waktu 7 Hari Dan Di Akad
Murabahah Setelah Barang Tersedia.

Murabahah  bil wakalah adalah  jual beli  dengan
kombinasi/gabungan akad wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak
penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian
akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang
ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan

Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.
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Kemudian setelah wakalah berakhir dan barang sudah tersedia maka
Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan menjualnya secara
murabahah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional
N0:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah untukmembeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil
wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh
nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian
setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad
murabahah dapat dilakukan.

Wakalah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam
istilah syara’ berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya
kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara’, agar
orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan
kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah
dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai
dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.® Dalam hal ini
memiliki arti bahwa wakalah adalah memberikan kuasa kepada orang lain

untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.

3 \dris , Figh Menurut Madzhab Syafi’i, (Jakarta: Widjaya, 1969), hal. 67
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Mekanisme murabahah dengan wakalah memiliki skema sedikit
berbeda dengan murabahah tanpa wakalah, berikut skema pembiayaan
murabahah bil wakalah:

GAMBAR 5.2

Skema Murabahah dengan Wakalah

|—’ 1 Akad Jual Belr
2 Wakalah X

5 Terima Dokumen
4 Kirim 3 Beli Barang

Dealer

Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah
untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), maka kedua pihak
harus menandatangani kesepakatan agency (agency contract), dimana
pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya
untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata
lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang.

Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank.
Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa la

telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut
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kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun
beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.**

Dalam mekanisme ini terdapat dua akad yaitu akad wakalah dan
murabahah. Sehingga dengan adanya dua akad ini berarti KSPPS Al
Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung juga menerapkan multi akad
pada pembiayaan murabahah ini. Dalam prakteknya pembiayaan
murabahah dilakukan dengan wakalah terlebih dahulu kepada anggota,
hal ini dilatar belakangi oleh sulithya mencari barang yang sesuai
kebutuhan anggota sehingga perlu dilakukan wakalah agar barang yang
dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anggota.

Mekanisme wakalah disini dengan anggota diberi sejumlah uang
sekiranya cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan sehingga apabila
uang tersebut kurang, maka pihak koperasi akan memberikan sejumlah
uang dari kekurangan tersebut. dan apabila sisa maka anggota harus
mengembalikan sisanya kepada koperasi. Sebab wakalah itu sama halnya
dengan mempercayakan dan menyuruh anggota untuk mencari barang
yang dibutuhkan dengan sendiri. Jadi disini juga dibutuhkan transparansi
dari anggota atas harga barang sebenarnya.

Biasanya harga tersebut diketahui dengan anggota menunjukan
nota pembelian barang yang dibutuhkan. Dengan menunjukkan nota

tersebut berarti anggota benar-benar amanah dalam melaksanakan

! penjelasan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Murabahah
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wakalahnya. Dan adapun untuk barang jika memang bisa di bawa ke
kantor KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung maka pihak
koperasi meminta agar barang tersebut dibawa sebagai bukti bahwa ada
barang yang diperjualbelikan. Dan jika barang tersebut sulit dibawa ke
kantor dalam hal ini misalnya benda tidak bergerak maka anggota cukup
menunjukkan bukti pembelian barang tersebut.

Setelah wakalah ini selesei maka pihak koperasi akan melakukan
akad murabahah dengan anggota yang mana harga pokoknya sudah
diketahui oleh anggota sendiri dan adapun marginnya akan
dipersentasekan dari harga pokok tersebut, artinya KSPPS Al Bahjah
mempunyai standar minimal dan maksimal keuntungan yang diambil
pertahun dalam bentuk sekian persen dari harga pokok barang.

Dalam praktek murabahah dengan kombinasi akad wakalah ini
sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana akad wakalah
bukan menjadi hilah untuk mendapatkan pinjaman. Dalam mekanisme ini
benar-benar ada barang yang diperjualbelikan sehingga akad murabahah
ini di langsungkan pada saat akad wakalah oleh anggota telah selesei. Jadi
pada prinsipnya tetap ada barang yang diperjualbelikan.

2. Investasi Mudharabah Menggunakan Dasar Akad Mudharabah Dengan Bagi
Hasil Dari Keuntungan Bersih Koperasi Dengan Nisbah Bagi Hasil Sesuai

Kesepakatan.
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Investasi mudharabah adalah suatu bentuk produk tabungan yang
menggunakan akad mudharabah. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam
bukunya yang berjudul “Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah”, menjelaskan
bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan
bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif
dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam
jumlah tertentu dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.™

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang
berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapakan antara
pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban
masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Ketentuan-ketentuan  tersebut merupakan rukun dan syarat
mudharabah. Adapun rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)
Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak
pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan
pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil).*®

Pelaku dalam akad mudharabah harus cakap hukum. Dalam hal investasi

> Abdurrahman al-Jaziri, Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Juz |Il, (Beirut: Dar al-Qalam),
hal. 34

'® Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis figih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo,
2004), hal. 205-208
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mudharabah berarti pemilik modal adalah anggota yang menabung di
KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Sedangkan Pelaku
usaha atau mudharib dalam hal ini adalah KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung.

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja);

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek
mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai
objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau
barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan Kkerja yang
diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill,
management skill, dan lain-lain.*’

Para fugaha telah sepakat bahwa tidak boleh mudharabah dengan
hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak
memberikan kontribusi apapun. Ulama Syafi’i dan Maliki melarang hal
itu, karena merusak akad. Para fugaha juga tidak membolehkan modal
mudharabah berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai karena
barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan
ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun, para ulama

mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran

7 Ibid, hal. 208
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modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul
maal.'®

Dalam kaitannya dengan modal mudharabah, dalam hal investasi
di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung berbentuk sebuah
produk berupa tabungan mudharabah maupun deposito mudharabah. Dari
sini dapat diketahui bahwa modal langsung berbentuk uang yang
ditabungkan oleh anggota KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung dan bukan merupakan sebuah hutang.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (ljab Qabul)

Para ulama figih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan
kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, Jala'ul ma’na, yaitu
tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami
jenis akad yang dikehendaki; kedua, Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara
ijab dan gabul; ketiga, Jazmul Iradataini, yaitu antara ijab dan kabul
menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak
terpaksa.’® Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip an-
taradhin minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela
bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana
setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana. Sedangkan pelaksana

usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

*® Ibid, hal. 208
9 Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Fakultas hukum Universitas
Indonesia, 2006), hal. 48
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Mengenai ijab gobul investasi mudharabah yang diterapkan di KSPPS
Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ini dimuat dalam suatu akad
perjanjian investasi mudharabah. Kontrak perjanjian dilaksanakan atas dasar
kesukarelaan anggota untuk menabung yang kemudian uangnya akan diputar
olen KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung sebagai modal
pembiayaan-pembiayan untuk anggota lainnya.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad
mudharabah. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh
kedua pihak yang ber-mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas
kerjanya, sedangkan shahibul maal berhak mendapatkan imbalan atas
penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah
terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian
keuntungan.”® Salah satu segi penting dalam mudharabah adalah pembagian
keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat
memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal
(shahibul maal).?*

Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung juga memiliki produk investasi mudharabah yang

bertujuan menggalang dana lebih cepat dan banyak dari anggota-anggoa

20 Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis figih dan Keuangan..., hal. 207-208
2! Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, Perbankan Syariah, Terj. Burhan Wirasubrata,
(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 66
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koperasi sehingga likuiditas koperasi berada di angka aman. Dengan
berinvestasi anggota juga akan merasakan manfaatnya, karna akan memiliki
cadangan dana jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kebutuhan yang
mendesak. Untuk nisbah bagi hasil yang ada di KSPPS Al Bahjah cukup
luamayan besar yakni 30% untuk investasi mudharabah umum-biasa dan 40%

untuk investasi mudharabah khusus/ deposito berjangka.

B. Penerapan Kombinasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Akad
Investasi Mudharabah Di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung
1. Kombinasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Investasi

Mudharabah Merupakan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Yang Berdiri
Sendiri-Sendiri

Kombinasi akad yang diterapkan di KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung merupakan sebuah inovasi yang dilakukan koperasi
tersebut dalam produk-produknya. Kombinasi disini merupakan sebuah
bentuk penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi yang mana
dengan inovasi kombinasi ini diharapkan dapat menggalang dana lebih cepat
dari sumber investasi mudharabah. Jadi kombinasi ini merupakan sebuah
bentuk multi akad dalam satu transaksi.

Multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak

untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti
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jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf
(penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga
semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan
kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak
dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.??

Dalam hal ini KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung
menerapkan kombinasi akad dengan cara menggabung/menghimpun akad
pembiayaan murabahah dengan akad investasi mudharabah dalam satu
transaksi. Pada saat pengajuan pembiayaan murabahah setiap anggota KSPPS
Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung akan disarankan untuk
menabung juga ketika nantinya akad pembiayaan murabahah disetujui.
Kemudian pada saat akad murabahah berlangsung, anggota yang melakukan
pembiayaan murabahah ini akan ditanya lagi mengenai kesanggupun untuk
menabung selain dari pada kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan
murabahah. Apabila anggota setuju untuk menabung dengan akad investasi
mudharabah maka pihak koperasi akad membuatkan akad investasi
mudharabah saat itu pula dan proses penandatanganan akad pembiayaan
murabahah dan akad investasi mudhrabah dilakukan secara bersamaan.

Kombinasi akad seperti ini termasuk Akad Terkumpul (Al-"Ugud Al-

Mujtami’ah). Al-ugud al-mujtami’ah adalah multi akad yang terhimpun

2 Nazih Hammad, Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Figh Al-Islamiy, (Damaskus : Dar al-
Qalam, 2005), hal. 7
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dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya
“saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu
selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad yang mujtami’ah
ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum
berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad
berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga,
atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan
satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.?

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kombinasi akad
pembiayaan murabahah dengan akad investasi mudharabah di KSPPS Al
Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ini hanya sebatas pengumpulan dua
akad saja. Kombinasi akad pembiayaan murabahah dengan akad investasi
mudharabah tidak saling berkaitan antara akad yang satu dengan yang lain.
Kombinasi ini merupakan sebuah strategi menegement untuk menjaga
likuiditas keuangan koperasi. Dan juga merupakan sebuah metode dakwah
untuk mengajak masyarakat untuk menabung dan membantu masyarakat yang
terjerat riba dsb.

Kombinasi yang diterapkan disini hanya sebatas pengumpulan dua
akad dalam satu transaksi yang mana untuk akad investasi mudharabah disini
didasarkan pada kesukarelaan anggota untuk menabung selain dari pada

membayar angsuran murabahah. Meskipun akad-akad dalam kombinasi ini

2 pid, hal. 215
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dilangsungkan dalam satu waktu akan tetapi kombinasi tidak saling
mempengaruhi antara akad satu dengan yang lainnya.
Investasi Mudharabah Tidak Menjadi Syarat Disetujuinya Akad Pembiayaan
Murabahah

Kombinasi dengan investasi mudharabah ini bukan merupakan Akad
Bergantung/Akad Bersyarat (al-'Ugud al-Mutagabilah). Al-Mutagabilah
menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika
keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud
dengan al- 'ugad al-mutagabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua
merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada
sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad
satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi figh, model akad seperti
ini sudah dikenal lama dan praktik- nya sudah banyak. Banyak ulama telah
membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model
pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (mu‘awadhah) dengan akad
tabarru’, antara akad tabarru' dengan akad tabarru' atau akad pertukaran
dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan
akad bersyarat (isytirath ‘agd bi ‘agd).**

Kombinasi akad ini tidak menjadi syarat akad yang lain. Artinya
disetujuinya akad pembiayaan murabahah bukan bergantung pada

kesanggupan anggota untuk mau menabung di KSPPS Al Bahjah Sembon

2 1bid, hal. 214-215
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Karangrejo Tulungagung dengan akad investasi mudharabah. jika kombinasi
akad ini menjadi syarat akad satu dengan yang lain maka jual beli seperti ini
mirip dengan jual beli al inah yang tidak diperbolehkan, seperti misalnya
seorang berkata “aku jual kain ini kepadamu seharga Rp50.000,00, akan tetapi
kamu harus menjahitnya ditempatku dengan biaya Rp20.000,00”. Hal ini
mirip dengan misalnya pihak kopeasi berkata: “aku jual beli murabahah
barang ini kepadamu seharga Rp1.000.000,00 dengan syarat kamu harus
menabung di koperasi ini Rp100.000,00 perbulan.” Transaksi seperti ini tidak
diperbolehkan sebab akad kedua menjadi syarat akad yang pertama. Akan
tetapi jika kombinasi akad ini adalah berdiri sendiri-sendiri maka menurut
penulis ini merupakan akad ganda dalam satu transaksi yaitu konsep multi
akad dimana akad-akad tertentu boleh dikumpulkan menjadi satu selama akad
tersebut tidak saling menjadi syarat akad lainnya.

Dalam prakteknya kombinasi dengan akad investasi mudharabah ini
hanya sebuah saran dari KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung
kepada anggota agar gemar menabung di koperasi. Sehingga apabila anggota
keberatan untuk menabung dengan akad investasi mudharabah maka KSPPS
Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung juga tidak masalah, artinya tidak

ada paksaan untuk investasi mudharabah.
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C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kombinasi Akad Pembiayaan
Murabahah Dengan Akad Investasi Mudharabah Di KSPPS Al Bahjah
Sembon Karangrejo Tulungagung

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari
akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai’ dan salaf yang secara
jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi s.a.w.. Akan tetapi jika kedua akad itu
berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai’ maupun salaf diperbolehkan. Begitu
juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya,
tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum
multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya.
Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri,
namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat
disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari
akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang
membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.?

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini
adalah boleh dan hukum dari multi akad digiyaskan dengan hukum akad yang
membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad,

hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan

% Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia, (Ciputat : UIN Syahid, 2009), hal. 11-12
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ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi
akad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama
berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad
sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal
ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.?

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama
Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan
diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa
hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan
selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.*’

Sebagaimana dikutip Ali Amin Isfandiar dari Ibn Taimiyah, hukum asal
dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan
Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada
agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal syara’ adalah bolehnya melakukan
transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan
sendiri-sendiri hukumnya boleh dantidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada
dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi
mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus

yang dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu

% 1bid, hal. 12
%’ Ibid, hal. 13
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mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah
disepakati. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad
merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan
selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya
adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama
dan bermanfaat bagi semua manusia.?

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh
Hasanuddin, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah,
kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah
boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh
Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram
secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas
keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang
telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan
yang telah diharamkan oleh-Nya.?

Jika dilihat dari akad-akad yang membangunnya dalam kombinasi yang
dilakukan oleh KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung yaitu akad
murabahah dan investasi mudharabah sudah sesuai dengan ketentuan dalam

hukum Islam. Bahwa dalam penerapan akad murabahah telah sesuai dengan

® Ali Amin Isfandiar, Analisis Figh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan
Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah..., hal. 223

% Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia..., hal. 18
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koridor syariah. Akad murabahah dilaksanakan dengan mekanisme sama dengan
yang ada dalam Hukum Islam dengan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi
semua, sehingga hukumnya menjadi halal.

Dalam mekanisme murabahah dengan wakalah juga merupakan sebuah
konsep multi akad yang mana penerapan di KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung juga telah sesuai dengan syariah Islam. Akad wakalah
tersebut digunakan untuk memperoleh barang yang sesuai dengan permintaan
anggota yang mengajukan, dengan wakalah tersebut barang akan lebih sesuai
dengan yang dibutuhkan anggota. Dalam pelaksanaan akad wakalah ini dibatasi
waktu maksimal 7 hari, dengan demikian ketika anggota yang menjadi wakil telah
menyerakan barangnya kepada pihak KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo
Tulungagung maka bisa dikatakan wakalah telah berakhir.

Dengan berakhirnya wakalah maka barang secara penuh menjadi
kepemilikan KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Sehingga
pihak koperasi berhak menjualnya kepada siapa saja termasuk kepada anggota
yang dalam akad sebelumnya sebagai wakil. Ketika menjualnya inilah KSPPS Al
Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung melakukan akad jual beli murabahah
dengan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah atas barang tersebut.

Maka mekanisme murabahah dengan wakalah seperti ini diperbolehkan,
sebab murabahah diakad ketika barang sudah tersedia sehingga rukun dan syarat
dalam jual beli murabahah telah terpenuhi. Dan mekanisme ini bukan termasuk

hilah riba sebab ada barang yang diperjualbelikan, ada harga ditambah dengan
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keuntungan dan ada pihak-pihak yang berakad dengan adanya perjanjian sebagai
ijab qobul. Maka hukum dari murabahah dengan wakalah yang merupakan
sebuah konsep multi akad yang diterapkan di KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung ini adalah boleh dan halal.

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti
membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati.
Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan
ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisinkan. Secara umum,
batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nash agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad
yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba 1) dan pinjama, dua akad
jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.
Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui
oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum
dari akad itu dilarang.*

Imam asy-Syafi’i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli
rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf)
kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah

dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak

%0 Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia, (Ciputat : UIN Syahid, 2009), Hal. 18
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jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (‘ariyah). Sehingga
penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau
pinjaman.®
Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara
akad salaf (memberi pinjaman/gardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu
jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan
jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang
diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (gardh) seribu,
lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia
seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan
bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.*.
Multi akad sebagai hilah ribawi
Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui
kesepakatan jual beli ‘inah atau sebaliknya dan hlah riba fadhl.
a. Al-‘inah
Contoh ‘inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga
seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali
kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi
ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah

riba dalam pinjaman (gardh), karena objek akad semu dan tidak faktual

% 1bid, hal. 18
%2 |bid, hal. 19
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dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang
ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.*

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang
yang memberikan gardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali
kecuali sejumlah gardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan
tambahan atas gardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula
dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan
kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang
bertujuan rib& fadhl atau riba nasa‘, bukan bertujuan pada harga dan
barang.**

Demikian pula dengan transaksi kebalikan ‘inah juga diharamkan.
Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai
dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak.
Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba.

b. Hilah riba fadhl

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg
beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan
syarat bahwa ia — dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus membeli

dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih

% 1bid, hal. 20
* bid, hal. 21
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banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram).
Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadhl yang diharamkan.*

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada
zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma
kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua
kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi
s.a.w., dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah
dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas
sempurna juga dengan harga sendiri.*®

Maksud hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah akad jual
beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah
menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri.
Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling
berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.*’

Dalam kaitannya dengan kombinasi akad pembiayaan murabahah
dengan investasi mudharabah yang diterapkan KSPPS Al Bahjah Sembon
Karangrejo Tulungagung yang merupakan akad yang terkumpul dalam satu
transaksi dengan tidak menjadi syarat akad lain ini, hukumnya adalah
diperbolehan. Multi akad semacam ini diperbolehkan sebab antara akad yang

satu dengan akad yang tidak menjadi syarat sehingga tidak seperti dalam jual

% |bid, hal. 22
*® Ibid, hal. 22-23
3 Ibid, hal. 23
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beli al inah yang mana akad satu menjadi syarat akad yang lain. Dalam
penerapan kombinasi ini akad investasi mudharabah hanya merupakan sebuah
saran dari KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung sehingga
disetujuinya akad pembiayaa murabahah tidak bergantung pada kesanggupan
anggota dalam berinvestasi dengan akad mudharabah.

Apabila akad investasi mudharabah ini menjadi syarat disetujuinya
akad murabahah maka transaksi ini seperti halnya jual beli al inah suatu misal
seorang berkata : “aku jual kain ini kepadamu seharga Rp50.000,00, akan
tetapi kamu harus menjahitnya ditempatku dengan biaya Rp20.000,00”. Hal
ini mirip dengan misalnya pihak kopeasi berkata: “aku jual beli murabahah
barang ini kepadamu seharga Rp1.000.000,00 dengan syarat kamu harus
menabung di koperasi ini Rp100.000,00 perbulan.” Transaksi seperti ini tidak
diperbolehkan sebab akad kedua menjadi syarat akad yang pertama. Akan
tetapi jika kombinasi akad ini adalah berdiri sendiri-sendiri maka menurut
peneliti ini merupakan akad ganda dalam satu transaksi yaitu konsep multi
akad dimana akad-akad tertentu boleh dikumpulkan menjadi satu selama akad

tersebut tidak saling menjadi syarat akad lainnya.



